KEPALA DESA MANGGIS
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA MANGGIS
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANGGIS,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021,
maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Manggis Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam
lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomorl9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara
Tahun 2000 Nomor 206, TambahanLembaran Negara
Nomor 3952),

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15,

16.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 {entang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2014
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negarn dan Stabilitasi Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Discase
2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perckonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 65106);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan
Pemerintah Daerah KabupatenPanarukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 2989);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintalh Nomor 8 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29,

30.

31.

Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita
Negara Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1035);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita
Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/ PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah DD Tahun
Anggaran 2021 Dalam Rangka Pandemi Covid-19 dan
Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 149);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3
Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 50
Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013
Nomor 50);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 65 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015
Nomor 65);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten
Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2015 Nomor 73);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016
tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5
Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018
Nomor 35);

Peraturan Bupati Wonosono Nomor 49 Tahun 2018
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tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo
Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan
Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2018 Nomor 49);

32. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 72 Tahun 2020
tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan
Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa Serta
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2021
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020
Nomor 75);

33. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 70 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa
Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo
Tahun 2020 Nomor 73);

34, Peraturan Desa Manggis Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan
Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa manggis Tahun
2018 Nomor 2);

35. Peraturan Desa Manggis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa
(Lembaran Desa Manggis Tahun 2016 Nomor 8);

36. Peraturan Desa Manggis Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun
2019 - 2024 (Lembaran Desa Manggis Tahun 2019
Nomor 3 );

37. Peraturan Desa Manggis Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Desa Manggis Tahun 2020 Nomor 2 ); dan

38. Peraturan Desa Manggis Nomor 4 Tahun 2020 Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran
Desa Manggis Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA MANGGIS TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa
1.1. Pendapatan Asli Desa

a. semula Rp. 0

b. bertambah / (berkurang) Rp. 0
Jumlah PADesa setelah Perubahan Rp. 0

1.2. Transfer

a. semula Rp. 1.378.524.000

b.  bertambah / (berkurang) Rp. 18.694.000
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Jumlah  Pendapatan Transfer setelah

Perubahan
1.2. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. semula

b.  bertambah / (berkurang)

Jumlah Pendapatan lain-lain setelah

Perubahan
Jumlah Pendapatan setelah perubahan

Belanja Desa
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. semula

b. bertambah / {berkurang}
Jumlah setelah Perubahan

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
a. semula
b.  bertambah / {berlurang}
Jumlah setelah Perubahan
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
a. semula
b.  bertambah / (berkurang)
Jumlah setelah Perubahan
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
a. semula
b. bertambah / (berkurang)
Jumlah setelah Perubahan
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana
a. semula
b. bertambah / (berkurang)
Jumlah setelah Perubahan
Jumlah Belanja setelah Perubahan
Surplus/ Defisit setelah perubahan
Pembiayaan Desa
3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. semula

Rp. 1.359.830.000
Rp. 5.620.000
Rp. 1.000.000
Rp. 4.620.000
Rp. 1.364.450.000
Rp. 550.097.415
Rp. 29.356.000
Rp. 579.453.415
Rp. 558.098.000
Rp. 10.050.000
Rp. 568.148.000
Rp. 244.627.840
Rp. 23.550.000
Rp. 221.077.840
Rp. 64.620.000
Rp. 15.550.000
Rp. 49.070.000
Rp. 14.400.000
Rp. 0
Rp. 14.400.000
Rp. 1.432.149.255
Rp. (6'7.699.255)
Rp. 67.699.255

Dipindai dengan CamScanner




b. bertambah g (berkurang) Rp. 0

Jumlah setelah perubahan Rp. 67.699.255
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
a. semula Rp. 20.000.000
b. bertambah / (berkurang) Rp. (20.000.000)
Jumlah setelah perubahan Rp. 0
Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a-b) Rp. 0
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yvang
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala
Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Manggis.

Ditetapkan di Desa Manggis
Pada tanggal 10 November 2021

Diundangkan di Desa Manggis
Pada tanggal 10 November 2021
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